HAK-HAK ATAS TANAH BERDASARKAN UUPA

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan investasi/penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.  Salah satu daya tarik bagi investor asing selain situasi dan kondisi politik dan keamanan di negara Indonesia, terdapat daya tarik lain yaitu adanya kesempatan investor asing termaksud untuk memiliki rumah di Indonesia selama mereka berada dan melakukan kegiatan investasi di Indonesia.  Dengan demikian, diperlukan kebijakan pemerintah mengenai pertanahan khususnya kepemilikan atas sebuah rumah yang dapat memberikan daya tarik bagi investor asing dan tetap mencerminkan keseimbangan kepentingan antara kepentingan pribadi, masyarakat dan penguasa
.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dimanapun berada.  Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.  Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa rumah merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi, karena di dalam rumah itulah segala interaksi kehidupan dapat mulai dilakukan baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan pihak lainnya, dari rumah pulalah semangat hidup,  daya juang dan kasih sayang seseorang akan timbul.  Jadi jelas terbukti ketentuan mengenai definisi rumah sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga.

Rumah dapat berbentuk rumah permanen atau semi permanen, horizontal atau vertikal (rumah susun).  Berdasarkan asas perlekatan vertikal yang dianut dalam KUH Perdata (Pasal 571 KUH Perdata), rumah merupakan benda tidak bergerak yang melekat dan tertancap menyatu pada tanah tempat rumah itu berdiri.  Perwujudan asas ini terlihat dalam hal pembuktian kepemilikan atas rumah menggunakan sertifikat yang sama dengan pembuktian kepemilikan atas tanahnya.  Asas perlekatan vertikal ini berbeda dengan asas pemisahan horizontal yang dianut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.  Asas pemisahan horizontal yang berasal dari hukum adat ini, memisahkan tanah dengan benda lain yang melekat pada tanah itu, artinya pemilikan tanah terlepas dari benda-benda yang berada di atasnya sehingga pemegang hak atas tanah dengan pemilik rumah atau bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.  Tanah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus bersifat magis religius dalam adat menjadi salah satu alasan yang menyebabkan terpisahnya kepemilikan atas tanah dan rumah dalam hukum adat.  

Berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generali dalam hukum perdata Indonesia maka ketentuan-ketentuan Buku II KUH Perdata Tentang Benda sepanjang telah diatur dalam UUPA menjadi tidak berlaku lagi, dengan demikian seharusnya asas yang digunakan adalah asas pemisahan horizontal, berarti pembuktian hak atas tanah harus menggunakan sertifikat yang berbeda dengan pembuktian hak atas rumahnya, atau dengan kata lain, masing-masing (tanah dan rumah) memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang sah, namun di Indonesia hal ini belum dapat dilaksanakan, dalam kenyataannya di lapangan seseorang yang memiliki suatu sertifikat hak atas tanah menganggap bahwa itu juga merupakan bukti haknya atas rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, namun apabila tanah dan rumah termaksud hendak di jual maka harga jualnya terdiri atas harga tanah dan harga rumah, artinya terdapat pemisahan antara rumah dan tanahnya, walaupun demikian tetap saja asas pemisahan horizontal sebagaimana telah dijelaskan tidak terwujud
. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak-hak atas tanah, diantaranya
 :

1. Ketentuan-ketentuan pokok hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum.

      Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur hak-hak atas tanah sebagai lembaga hukum terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan keberadaan dan macam hak-hak atas tanah. Bunyi Pasal  tersebut adalah sebagai berikut :


Pasal 4 ayat 1 :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.


Pasal  4 ayat 2 : 

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi”.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal di atas ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1, yaitu :

a. Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).

Hak Milik mempunyai ciri-ciri tertentu, diantaranya sebagai   berikut
 : 

1)  Merupakan hak atas tanah yang kuat. Bahkan, menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria adalah yang terkuat, artinya mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, pemberian sifat terkuat dan terpenuh tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana Hak Eigendom yang merupakan hak atas tanah berdasarkan Hukum Barat.
 Sifat demikian pasti akan bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah untuk membedakan Hak Milik dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, sehingga dapat menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, Hak Miliklah yang “ter” (paling) kuat dan penuh.

2) Merupakan hak turun-menurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan pada ahli waris yang berhak.
 Hak Milik adalah hak turun-temurun, artinya hak itu dapat diwariskan berturut-turut ataupun dan diturunkan kepada orang lain tanpa perlu diturunkan derajatnya ataupun hak itu menjadi tiada atau harus memohon haknya kembali ketika terjadi perpindahan hak.

3) Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-hak atas tanah lainnya, artinya Hak Milik dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang.

4) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hipotik atau Credietverband.

5) Dapat dialihkan yaitu dijual, ditukar dengan benda lain dihibahkan dan diberikan dengan wasiat.

6) Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi milik negara.

7) Dapat diwakafkan

8) Pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali di tangan siapa pun benda itu berada.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dapat mempunyai Hak Milik adalah :

1) Warga Negara Indonesia

2) Badan-badan hukum tertentu

3) Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagaaman sepanjang tanahnya dipergunakan untuk itu.

Luas Hak Milik meliputi tubuh bumi, air dan angkasa yang ada di atasnya, sebagai suatu penjelmaan dari ciri-ciri hukum adat yang menjadi dasar dari Hukum Agraria Nasional.
 

Alas hak untuk memperoleh Hak Milik berasal dari 
 : 

1) Surat Keputusan dari Pemerintah untuk pemberian hak yang luas dan ketentuannya terdapat dalam PMDN Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah yang mengatur wewenang untuk pemberian Hak Milik atau hak tanah pada umumnya yaitu sampai 2000 m2, yang merupakan wewenang dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan tanah dengan luas di atas 2000 m2 merupakan wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2) Ketentuan Konversi Hak Eigendom yang pemiliknya mempunyai kewarganegaraan tunggal ketika mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu tanggal 24 September 1960.

3) Konversi dari tanah-tanah bekas Hukum Adat, menurut ketentuan-ketentuan hak atas tanah yang diakui dapat dikonversi menjadi Hak Milik. 

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Milik dapat hapus apabila  :

1) Tanahnya jatuh kepada negara 

a) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18

b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya

c) Karena diterlantarkan

d) Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2

2) Tanahnya musnah

Jangka waktu Hak Milik tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama Hak Milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak Milik dapat dibebani hak-hak atas yang lain, seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi-Hasil dan Hak Menumpang, namun tidak ada ketentuan yang memungkinkan hak tersebut dibebani dengan Hak Guna Usaha hal ini dikarenakan Hak Guna Usaha umumnya memerlukan tanah pertanian yang luas, sedangkan luas tanah pertanian yang boleh dikuasai oleh Hak Milik terbatas pada yang dimungkinkan oleh perundang-undangan landreform, maka dalam Pasal 28 secara tegas disebutkan bahwa hanya tanah-tanah negara saja yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Milik harus didaftarkan baik setiap pendaftaran pertama kali, peralihan, hapusnya dan pembebanan.

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah negara, selama jangka waktu yang terbatas, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan (Pasal 28).  Pasal-pasal Undang-Undang Pokok Agraria mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah telah dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang mulai berlaku tanggal 17 Juni 1996 (Pasal 50 ayat 2). 

Sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Guna Usaha, diantaranya
:

1) Hak Guna Usaha tergolong hak atas tanah yang kuat, meskipun tidak sekuat Hak Milik, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan (Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961)

2) Hak Guna Usaha dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai hak (Pasal 28 ayat 3).

3) Hak Guna Usaha jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir (Pasal 29).

4) Hak Guna Usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat (Pasal 28 ayat 3).

5) Hak Guna Usaha dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak tersebut sehingga tanahnya menjadi tanah negara (Pasal 34 huruf e).

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,  subyek Hak Guna Usaha adalah :

1) Warga Negara Indonesia

2) Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Luas Hak Guna Usaha adalah minimum 5 ha dan maksimum tidak diatur dalam undang-undang, tetapi harus disesuaikan dengan dampaknya terhadap sosial ekonomi dan hankam jika diberikan kepada swasta apalagi swasta asing yang boleh beropersi di Indonesia.
 

Alas hak untuk memperoleh Hak Guna Usaha berasal dari 
 : 

1) Surat Keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan Pasal 3 PMDN Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Hak Guna Usaha untuk minimal 5 ha hingga 25 ha, asalkan bukan untuk tanaman keras untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun, dan kemudian dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 1990, Hak Guna Usaha dapat diberikan sampai dengan 100 ha dan jangka waktu 30 tahun yang merupakan wewenang dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

2) Hak Erfpacht dikonversikan menjadi Hak Guna Usaha atas sisa waktunya dengan batas maksimum tanggal 24 September 1960 atau selama-lamanya 20 tahun (Pasal III Ketentuan Konversi).

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Usaha dapat hapus karena : 

1) Jangka waktunya berakhir

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

4) Dicabut untuk kepentingan umum

5) Diterlantarkan

6) Tanahnya musnah

7) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2

Jangka waktu Hak Guna Usaha terbatas yaitu paling lama 25 tahun, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 atau 35 tahun. Jangka waktu tersebut oleh Undang-Undang Pokok Agraria hanya untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang, seperti karet, kopi, teh, kelapa sawit dan lain-lain.
  Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Usaha harus didaftarkan baik setiap pendaftaran pertama kali, peralihan, hapusnya dan pembebanan. 

c. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah negara atau milik orang lain, selama jangka waktu yang terbatas (vide Pasal 35).

Sifat-sifat dan ciri-ciri Hak Guna Bangunan, diantaranya
:

1) Hak Guna Bangunan tergolong hak atas tanah yang kuat, meskipun tidak sekuat Hak Milik, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, Hak Guna Bangunan termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan (Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah)

2)  Hak Guna Bangunan dapat beralih, artinya dapat diwariskan kepada ahli waris yang mempunyai hak (vide Pasal 35 ayat 3).

3) Hak Guna Bangunan jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir (vide Pasal 35 ayat 1 dan 2).

4) Hak Guna Bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat (vide Pasal 35 ayat 3).

5) Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (vide Pasal 39)

6) Hak Guna Bangunan dapat dilepaskan oleh yang mempunyai hak tersebut sehingga tanahnya menjadi tanah negara (vide Pasal 40 huruf e).

Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah subyek Hak Guna Bangunan adalah :

1) Warga Negara Indonesia

2) Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 56 prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas tanah pertanian maksimum luas dan jumlah tanah untuk perusahaan dan pembangunan lainnya akan diatur dengan peraturan pemerintah, namun sampai sekarang peraturan pemerintahnya belum ada.
 

Alas hak untuk memperoleh Hak Guna Bangunan berasal dari 
 : 

1) Surat Keputusan Pemerintah untuk pemberian hak berdasarkan PMDN Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, yaitu sampai dengan 2000 m2 diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atas permohonan yang bersangkutan, diatas 2000 m2 diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

2) Hak Pengelolaan berdasarkan PMDN 1 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftaran juncto PMDN 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah, dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. 

3) Konversi dari tanah-tanah bekas Hukum Adat.

4) Konversi dari tanah-tanah bekas Hukum Barat, bagi mereka yang mempunyai Hak Eigendom yang berkewarganegaran Indonesianya sesudah tanggal 24 September 1960, dan atas Hak Opstal dan Hak Erfpacht untuk perumahan (Pasal V Ketentuan Konversi).

5) Karena suatu perjanjian pemilik Hak Milik dan seseorang untuk menimbulkan Hak Guna Bangunan (Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah). 

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Bangunan dapat hapus karena : 

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi

3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

4) Dicabut untuk kepentingan umum

5) Diterlantarkan

6) Tanahnya musnah

7) Ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2

Jangka waktu Hak Guna Bangunan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2, yaitu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri jangka waktunya paling lama 30 tahun, sedangkan atas permintaan pemegang hak serta keadaan bangunan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Jadi Hak Guna Bangunan diberikan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Guna Bangunan harus didaftarkan baik setiap pendaftaran pertama kali, peralihan, hapusnya dan pembebanan. 

d. Hak Pakai

Hak Pakai adalah nama kumpulan dari hak-hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan gadai tanah, perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan ataupun penggunaan tanah yang lain (Pasal 41).

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agraria yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah :

1) Warga Negara Indonesia 

2) Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia

3) Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Selain Pasal di atas, subjek Hak Pakai diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu :

1) Warga Negara Indonesia.

2) Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

3) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.

4) Badan-badan keagamaan dan sosial

5) Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia

6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Alas hak untuk memperoleh Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah,  berasal dari 
: 

1) Tanah negara dengan Keputusan Pemerintah untuk pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. 

2) Tanah Hak Pengelolaan diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pemegang Hak Pengelolaan.

3) Tanah Hak Milik (perjanjian pendirian di atas tanah Hak Milik dengan suatu perjanjian) yang dilakukan dengan suatu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak Pakai dapat hapus karena : 

1) Jangka waktunya berakhir.

2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan, dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.

4) Dicabut untuk kepentingan umum

5) Diterlantarkan

6) Tanahnya musnah

7) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria.

Jangka waktu Hak Pakai menurut ketentuan undang-undang tidak sama sekali ditentukan hanya disebutkan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Jangka waktu Hak Pakai menurut PMDN No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah adalah 10 tahun. Pasal 45 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menyebutkan jangka waktu Hak Pakai paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan dapat diperbaharui lagi paling lama 25 tahun.

Ketentuan khusus Hak Pakai untuk orang asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 41-43 Undang-Undang Pokok Agraria sama sekali tidak mengatur tentang pendaftar tanahnya, hanya dalam Pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa hak atas tanah yang dikuasai oleh negara, maka Hak Pakainya hanya dapat dialihkan dengan izin Pejabat yang berwenang.
 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5 Ka tanggal 20 Januari 1962 Tentang Pendaftaran Hak Penguasaan dan Hak Pakai menyatakan bahwa Hak Pakai juga didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti oleh PMA 1 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan tanggal 5 Januari 1966.

e. Hak Sewa

Hak Sewa adalah untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya uang sebagai sewa diatur dalam Pasal 44-45 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak sewa menurut penjelasan Pasal Undang-Undang Pokok Agraria merupakan Hak Pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, di mana Hak Sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan diatur dalam BW adalah gadai untuk benda bergerak, hipotik untuk benda tidak bergerak (sekarang diubah menjadi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga semua ketentuan mengenai hipotik sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku lagi), credietverband untuk benda tidak bergerak yang dapat dilakukan oleh orang Indonesia asli/pribumi.  Perjanjian pemberian jaminan sebagaimana disebutkan di atas merupakan perjanjian tambahan (accesoir) terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian peminjaman uang.

Gadai  adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak  yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran  dan memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas penjualan benda (Pasal 1150 BW).  Objek gadai adalah benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud seperti surat-surat berharga.  Subjek gadai adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum serta berhak untuk mengasingkan (menjual, menukar, menghibahkan dan lain-lain) benda tersebut.  Apabila ternyata diketahui bahwa pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak untuk mengasingkan benda itu maka gadai tidak dapat dibatalkan asal penerima gadai benar-benar mengira bahwa pemberi gadai adalah orang yang berhak mengasingkan benda tersebut.  Gadai dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara pemberi dan penerima gadai disertai penyerahan benda yang dijadikan objek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai.  Dalam prakteknya banyak orang yang mempergunakan suatu bentuk jaminan yang disebut Fiducia Eigendoms Overdracht (FEO)  yaitu jaminan yang diberikan berdasarkan kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur.  Gadai dapat hapus karena :

1. Hapusnya perjanjian peminjaman uang.

2. Perintah pengembalian barang yang digadaikan karena disalahgunakan oleh pemegang gadai.

3. Benda yang digadaikan dikembalikan karena kemauan sendiri oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai.

4. Pemegang gadai karena suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan itu.

5. Dieksekusi oleh pemegang gadai.

6. Lenyapnya benda yang digadaikan.

7. Hilangnya benda yang digadaikan.

Hak Tanggungan merupakan cara untuk menjamin suatu utang dengan benda tidak bergerak seperti tanah.  Ketentuan mengenai hak tanggungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehingga semua ketentuan mengenai hipotik sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini menjadi tidak berlaku lagi.  Credietverband adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang memberi wewenang kepada yang berhak untuk mengambil pergantian dari benda-benda itu untuk pelunasan piutangnya.  Sekarang lembaga tersebut tidak digunakan lagi setelah adanya unifikasi hukum agraria berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Hukum mengatur adanya prinsip-prinsip “Nasionalitas” yang wajib hukumnya harus dipenuhi bagi pemegang hak atas tanah agar dapat memperoleh pengakuan dan penegasan hak atas tanahnya. Maksudnya adalah pengakuan penegasan terhadap hubungan hukum hak kepemilikan atas tanah antara pemegang hak dengan obyeknya diakui oleh negara syaratnya adalah Warga negara Indonesia. Konsekuensi hukum bilamana syarat tersebut tidak dipenuhi maka hubungan hukum hak kepemilikan atas tanah diubah (diturunkan) kepada hak jenis lain dan dalam jangka waktu tertentu dicabut oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan hukum ( UUPA) status hukum obyek tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ( tanah negara). Untuk hak atas tanah yang berasal dari bekas hak barat ( pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA): Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 ayat (1) UUPA, yakni harus Warganegara Indonesia sejak 24 september 1960. berdasarkan ketentuan pembuktian kewarganegaraan diberikan waktu 6 (enam ) bulan (pasal 2 PMA No. 2 tahun 1960). Pemegang hak eigendom yang dapat membuktikan kewarga negaraannya maka oleh KKPT ( Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ) saat ini Kepala Kantor Pertanahan, eigendomnya dikonversi menjadi hak milik dan tanda bukti kepemilikan hak tersebut dicatat baik pada asli akta maupun didalam salinan aktanya, demikian disebutkan dalam pasal 3 PMA No. 2 tahun 1960.

Hak pakai merupakan salah satu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  Berdasarkan Pasal 41 undang-undang tersebut, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.  Sebelum adanya PP Nomor 40 Tahun 1996 jo PP Nomor 41 Tahun 1996, orang asing di Indonesia tidak dapat memiliki rumah tinggal seperti selera dan keinginan mereka karena sesuai dengan ketentuan UUPA, orang asing tidak dapat mempunyai hak-hak tertentu atas tanah, hak yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.  Orang asing hanya diperbolehkan mempunyai hak sewa atau hak pakai atas tanah dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan secara tegas namun biasanya 10 (sepuluh) tahun, sedangkan jangka waktu penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan lebih dari waktu tersebut.  Keterbatasan waktu ini menyebabkan orang asing di Indonesia terutama para investor dan tenaga ahli asing kurang berminat untuk bekerja dan atau menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini terlihat dari masih kurangnya modal asing dan tenaga ahli asing dalam program penanaman modal asing dan alih teknologi di Indonesia dalam kurun waktu sebelum tahun 1996.  Namun setelah keluarnya PP Nomor 40 1996 jo PP Nomor 41 Tahun 1996, maka kendala-kendala di atas dapat sedikit teratasi walaupun kendala lain tetap ada yaitu faktor keamanan negara dan situasi politik dalam negeri Indonesia turut menentukan penanaman modal asing ini.  Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa ketentuan yang cukup menarik dalam dalam hubungannya dengan kepemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia khususnya bagi para investor asing dan tenaga ahli asing.  Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 40 1996, orang asing dapat mempunyai hak pakai atas tanah negara selama 25 tahun, diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun sehingga maksimal 70 tahun atau berdasarkan Pasal 48 PP Nomor 40 1996 orang asing dapat juga mempunyai hak pakai atas tanah hak milik seseorang selama 25 tahun, tidak dapat diperpanjang namun dapat diperbaharui selam 25 tahun sehingga maksimal 50 tahun.  Dengan demikian orang asing tersebut dapat mendirikan atau memiliki rumah diatas tanah hak pakai itu dengan leluasa karena jangka waktu hak pakai yang lebih lama, walaupun mereka tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam PP Nomor 41 1996.

Berdasarkan PP Nomor 41 1996 Tentang Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat memiliki rumah di Indonesia dan apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka rumah tersebut harus dialihkan.  Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Orang asing yang dimaksud harus berkedudukan di Indonesia, artinya orang asing ini berdomisili secara berkala untuk kepentingan bisnis di Indonesia saja dengan jangka waktu tertentu (sesuai kebutuhan dan peraturan penanaman modal asing) sedangkan turis asing tidak diperkenankan memiliki rumah di Indonesia dan hal ini tidak terlepas dari masalah izin keimigrasian.

2. Orang asing tersebut hanya dapat memilik satu buah rumah, pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan pemberian ijin memiliki rumah ini tetap terjaga yaitu hanya memberi dukungan bagi penyelenggaraan bisnis orang asing tersebut.

3. Kehadiran orang asing itu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan khususnya program penanaman modal asing di Indonesia.

Sebenarnya selain rumah yang didirikan diatas tanah hak pakai, berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut UUPA, orang asing juga dapat memiliki rumah yang berbentuk vertikal seperti rumah susun bersistem strata title atau rumah berbentuk flat/apartemen dengan memperhatikan ketentuan mengenai perumahan,   dimana orang asing hanya mempunyai kepemilikan atas satuan rumah susun/apartemennya saja namun tidak hak atas tanahnya, sehingga tidak menjadi masalah apabila orang asing memiliki satuan rumah susun/apartemen yang didirikan diatas tanah dengan hak milik atau HGB, dengan catatan syarat-syarat untuk dapat memiliki rumah bagi orang asing sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya harus terpenuhi, apabila syarat-syarat termaksud tidak terpenuhi maka rumah yang dimiliki orang asing tersebut harus diserahkan kepada pemilik semula dengan atau tanpa pengembalian uang pembelian rumah itu, sehingga asas pemisahan horizontal dan asas nasionalitas masih tetap dilaksanakan, namun selama ini (terutama sebelum adanya PP No.40 1996 jo PP No. 41 1996) orang asing hanya dapat menggunakan hak sewa terhadap apartemen tersebut, menggunakan  ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian antara orang asing itu dengan pemilik apartemen.

Dengan demikian, pemilikan rumah oleh orang asing akan lebih efektif apabila dilakukan dengan menerapkan asas pemisahan horizontal, karena dengan asas ini pemilikan rumah tersebut tidak berarti memiliki tanahnya artinya sertifikat kepemilikan rumah terpisah dari sertifikat kepemilikan tanahnya dan orang asing hanya dapat memiliki rumahnya  yang berjumlah satu buah saja, sehingga tidak menjadi masalah apabila rumah tersebut didirikan di atas tanah HGB atau tanah hak milik, sehingga asas nasionalitas sebagaimana diatur dalam UUPA tidak dilanggar, namun karena di Indonesia belum ada pengsertifikatan atas rumah maka sementara ini orang asing hanya dapat memiliki rumah yang didirikan di atas  hak pakai saja
.  
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